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1.

a.

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa scbagai pclaksanaan kctentuan Pasal 2 ayat (3)
Peraturan Pcmerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Pcrangkat Dacrah, dan Pasal 164 Pcraturan
Dacrah kabupaten lampung Sclatan Nomor 06 Tahun 2008
tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat
daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana (clah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 23 Tahun 2012, perlu
disusun Rincian Tugas Jabatan masing-masing Pcrangkat
Dacrah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a terscbut diatas, maka perlu menctapkan
Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Jabatan Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Sclatan;

Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-undang Darurat Ncmor 4 Tahun 1956, Undang-
undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tcntang Pembentukan Dacrah
Tingkat 1l tcrmasuk Kotapraja dalam Lingkungan Dacrah
Tingkat | Kabupaten Lampung Sclatan sebagai Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1821);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1959 tentang pokol-pokok
Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041 ) scbagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Ncgara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 109, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5890 );




o

6.

9.

10.

11.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (entang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 4437) schagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemcrintahan Dacerah ( Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 );

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah  Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kceuangan Dacrah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737 );

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 474 1);

Peraturan Mcenteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagaimana tclah diubah bceberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Dacrah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Sclatan Nomor 06
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Seclatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Sclatan Tahun 2008
Nomor 06, Tambahan Lembaran Daecrah Kabupaten
Lampung Seclatan Nomor 06 ) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, tcrakhir dengan Peraturan Dacrah Kabupaten
Lampung Sclatan Nomor 23 Tahun 2012 (Lembaran Dacrah
Kabupaten Lampung Sclatan Tahun 2012 Nomor 23,
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupaten Lampung Sclatan
Nomor 23 );

?
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MFMUTUSI\AN ¥

lienetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIhN TUGAS JABATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN. | R et

BAB 5 28 E |
KETENTUAN UMUM '
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan ;

I. Dacrah adalah Dacrah Kabupaten Lampung Selatan.

2. Pemerintah Dacrah adala 1 P(‘mo]mtah Dd(,mh Kabupaten
Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Ldmpung, bclatan

4. Sckretaris Dacrah adalah’ ckrctam&f Dacrah Kabupatcn

Lampung Selatan. ;..

Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Lampung Selatan.

n

6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan, Polisi Pamong Praja
Kabupaten Lampung Sclatan.

BAB II .
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

i Jiey
Bagian Kesatu ol

Susunan Organisasi

Pa.éal 2
Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Prd_]d K4bupdtcn Lampung
Selatan adalah sebagai berikut:

I Kepala Satuan;

Schretariat, membawahi ;

a. sub Bagian Umum dan Kepegawaian, i
b. Sub Bagian Perencanaan; f
C. Sub Bagian Kcuangan; o b

3idang Pencegakan Peraturan Perundang- undan gan Dacmh membawaht;
a. Scksi Pembinaan, Pengawasan dan Pcnyuluhdn
b. Scksi Penyclidikan dan Penyidikan;

4. Bidang Ketertiban Umum dan Kctcn(mmdn Masyarakat membawahi :

a. Scksi Operasi dan Pengendalian; ! - i
b. Scksi Kerjasama; !

5. Bidang Sumber Daya Aparatur dan  Perlindungan Masyarakat
membawahi: '
d. Sceksi Sumber Daya Aparatur;

D. Scksi Perlindungan Masyarakat;
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(. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Jabatan' fungsional
vang terbagi dalam berbagai kelompok sesuail dengan, bldano kéahhan dan
keterampilan.

7. Unit Pclaksana Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan, yang dipimpin
olch Kepala Unit Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan.

Bagian Kedua:

Struktur Org,amsasx ‘ » ull
Pasal ’3

Bagan struktur organisasi  Satuan Polisi Pafnom7 Praje sebagcumana
tercantum pada lampiran dan merupakan baglan yang tldak Lerpmahkan dari
Peraturan ini.

BAB III
RINCIAN TUGAS JABATAN
Bagian Kesatu

Kepala Satuan

Pasal 4

R '
-4

e |

Tugas Pokok Kepala Satuan adalah mc,mlmpm Satuan P()h%l Pamong Praja
dengan tugas pokok dan fungsi Satuan, meldksdndkd_n Pembinaan terhadap
Aparatur Satuan agar dalam melaksanakan tugas dapat berdaya-guna dan
berhasil-guna dan melaksanakan koordinasi di B]dang pelaksanaan Satuan
Polisi Pamong Praja dan dengan instansi peme'mtah serta organisasi lainnya
scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
mek kelancaran tugas Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 5

Untuk menyelengarakan tugas pokok scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
rncian tugas Polisi Pamong Praja adalah sebagai berikut:

a. menyusun dan merumuskan program dan kebijakan teknis di Bidang
Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka
pencapalan tujuan penyelengaraan tugas-pokok dan fungsinya;

bh. memimpin, membina, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan
pelaksanaan program dan kebijakan teknis. Bldang Satuan Polisi Pamong

Praja dan Perlindungan Masyarakat agar %esual dengan pcr(,nmnaan yang
telah ditentukan; i |

' \ ‘ : : .
¢ melaksanakan Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi terhadap lembaga
maupun instansi lain untuk mendukung peldksanaan tugas Satuan Polisi
Pamong Praja;

. menyusun dan melaksanakan k(‘buakan Satuan PO]]S] Pamong Praja dan
Perlindungan Masyarakat; ‘

i e

¢. mempelajart peraturan perundang-undangan iyang berhubungan dengan
bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan. Perlindungan Masyarakat serta
peraturan  perundang-undangan  lainnya  sebagai  acuan  dalam
|)( laksanaan tugas; P ‘ gt 4 ]

[, membimbing, mengawasi dan memberi petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan dan apabila terjadi penyimpangan, mcng,ambll langkah-langkah

vang dxpc lukan scsuai dengan ketentuan pcrunddng undangan yang
berlaku




o. membagi habis tugas baik teknis maupun administrasi kepada bawahan,
agar setiap aparatur dapat memahami bbbdn tugas- ddn langgungjawab
masing-masing; :__ -

i 1
! i

h. membert petunjuk  teknis dan pcnvardhan scrta blmbmgcm kepada
bawahan dalam rangka kelancaran pCl:ldeTldd]'l LU(’a&;,

1. ‘mberi usul dan pertimbangan k(‘pddd atascm L(,nt'"'nw lcmg_,kah langkah
kl«lll kebijakan yang akan diambil bmdasarkan keten uan dan pcxamrcm
perundang-undangan yang berlaku; 3 i

menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas pelaksanaan: tugas dari
bawahan; s 1Ry

l. membuat laporan kepada atas sebagai masukan untuk duadm:m bahan
pertimbangan lebih lanjut; dan ' ‘

I. meclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dlberlkan oleh atasan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas; i S

Bagian Kedua ||
Sekretaris '
Pasal 6

Fuzas pokok Sekretaris adalah melakukan koordinasi penyusunan program
kerja Satuan, pengelolaan urusan kcuangan, perencanaan, kepegawalan,
perlengkapan, rumah  tangga hubungan masyarakaﬁ, surat menyurat,
protokol, pelaksanaan cvaluasi dan pembuatan laporan dinas, sesuail dengan
peraturan  perundang-  undangan yang berlaku untuk pelaksanaan
kelancaran pelaksanaan tugas. o ' :

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sc‘bagaxmdnd dlmdksud dalam Pasal

O, rincian tugas Sckretaris adalah sebagai berlkut

a. melaksanakan  Koordinasi  dengan scmruh bldang, dalam rangka
penyusunan - program  kerja  Satuan scbag,an pcd()man anggaran,
pendapatan dan belanja Satuan, scrta rencana kCI‘]d Lpckrc arial. untuk
dijadikan bahan acuan dalam pc ]aksamum rug)as

b, memimpin, mengarahkan scrta memantau bawahan dalam melaksanakan
lugas ketatausahaan, agar dapat terlaksana sesuai dcnoan program Kkerja
mg telah disusun; ‘

nerumuskan program dan rencana kerja sama dengan’ scluruh Bidang,
meiaksanakan cvaluasi dan mcerumskan laporan kegiatan pada Satuan
Polisi Pamong Praja scrta laporan kegiatan ketatausahaan Satuan;

. mempelajari peraturan perundang-undangan 'yang berhubungan dengan
bidang Satuan Polisi Pamong Praja serta peraturan perundang-undangan
vang  berhubungan dengan ketatausahaan sebagai landasan dalarmn
pelaksanaan tugas Sekretariat; :

¢. mengelola urusan umum, rumah tangga, ddmmmtrdsx surat m('ny urat dan
kearsipan, administrasi kepegawaian, hubungjan masynakat protokol
dan administrasi perlengkapan lain Saluan

| ; :

. mengelola administrasi kcuangan yang m(‘liputi penyusunan anggara
Satuan, Pembukuan, pertangggungjawaban, p(‘l(‘n(‘an w@an, evaluasi  serts
pelaporan keuangan,

¢ membagi habis tugas pada Sckretariat kepada bawahan, agar sctiap
anaratur vane ada memahami tueas dan taneouneiawab masineo-masine:




. mengumpulkan, menghimpun dan m(‘nyusun data dérl bawahdn scbagai

bahan untuk nmmbual laporan pelaksanaan tugas kaad'l atasan schagai
asukan dalam penyusunan program lebih ldmul

k. mengevaluasi hasil kerja bawahan unLuk mcnyunpumdkdn hasil kerja
lebih lanjut; dan » ‘r;- :

!i
I mclaksanakan tugas kedinasan lainnya varw c'hl)crlkcm olch dld&ull] untuk
kelancaran pelaksanaan tugas. :

.~1,.

Bagian }\th,a

Kepala Bidang Pencegakan Peraturan, PerlﬂndangD undangan Daerah

Pasal 14 LR

Tugas pokok Kepala Bidang Pencgakan Peraturan Perundang-undangan

Dacrah adalah melakukan koordinasi penyusunan pro‘g"lm kerja Satuan di
Pidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan D’l(,l‘dh Pémbinaan,
Pengawasan dan Penyuluhan serta mclakukan Penyclldlkan ddl’] Penyidikan.

Pasal 15

1
. S
i‘

(uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dlmaksud dalam Pasal
“a ]. rincian tugas Kepala Bidang Penegakan P(,rdturan Pc,rundan(r undangan

adalah bebagan berikut: ii

. melaksanakan koordinasi dengan scluruh Blclanw dan Ll-rel(ll”ldl dalam
rangka penyusunan progaram kerja Satuan scbagal ‘p(d()man dalam
rangka  menyusun anggaran belanja Bldamg Penegakan Pcraturan
Perundang-undangan Daerah untuk dl}ddlkd]’l bahcm acuan dalam
pelaksanaan tugas;

b, memimpin, mengarahkan serta mcmantau haml kCrJa bawahan dalam
mclaksanakan tugas dibidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan
Dacrah, agar pclaksanaan tugas dapat berjalan sc:§Llal dengan progam
kerja vang telah disusun;

mempelajart peraturan perundang- Lmdanqm yan(7 b(‘ hubungan dengan
bidang  Pencgakan  Peraturan  Perundang+ undcmgem Dacrah  scrta
peraturan perundang-undangan yang berhubtingan: Hengan bidang tugas
Penegakan  Peraturan Perundang-undangan ;'-.'Dderah sebagal landasan
dalam pelaksanaan tugas Satuan; ‘ T

¢ menyusun  dan merumuskan program = kérja ﬁéneéakan' Peraturan

Perundang-undangan dacrah; ; ; il
i

A o

¢. menginvenlarisasi permasalahan- perma°1lahc1n yang  berhubungan
dengan bidang tugas Bidang Penegakan l%raturan Perundang-undangan
Dacrah dan menyusun bahan untuk pemccahan masalahma

. melaksanakan Operasi Penegakan Peraﬁurgn Daerah yang bersifar
pcimbinaan/Non Yustisial; B

oo moelakukan Penyelidikan dan Penyidikan l;e{rhadapj badan/orang yang
meiakukan pelanggaran terhadap Per 1LL.1ta11_}Dacrrah, Per'atur_zm Bupati
dan Keputusan Bupati, ' ‘ ‘

ho miclaksanakan Penutupan dan Pcm('wclan kcpdda badcm hukum vang
moelanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupdtl dan K'c‘pulusan Bupali;

Lomeacrtibkan Aparat yang melanggar Peraturai Dacmh P(-:'au.n*nn Bupati
dan Keputusan Bupati vang bersifat refresif; i :




O.

1
L

J. melakukan Pembinaan, Pengawasan dan Pcnyuluha’p tgjeinl.ang Peraturan
Dacrah, Peraturan Bupatl dan Keputusan Bupatl ;[

1
I

k. mengumpulkan dan bekerjasama dengan: umt k(,rjé. lain daldm rangka
pclaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Pcrundang, uhdanwan Dacrah;

. membagl habis tugas pada bidang P(‘ncgdkan Pemtul*dn P(’umdanu

wdangan  Dacrah  kepada bawahan agar setiap zdpdr(ltur vang ada
memahami tugas dan tanggungjawab masmg, Hnasm" | R

i
i 2

membina dan memberikan motivasi kcpadd bawﬁahan ag,at mampul
neiaksanakan tugas sccara i)crdava guna ddﬂleI‘hdﬁil gulm

menerima, mempelajari laporan  dan’ sar'm dan bd\\ahan sehaged
masukan, untuk dijadikan bahan dalam mcnyusun program kerja
sclanjutnya; ’

mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk menyempumakan hasil kerja
lebih lanjut; R

t, 1 ”
membuat laporan kepada Kepala Satuan sebagal pertanggungl]a\« aban
kerja untuk dijadikan bahan dalam menyus un: program dan rencana kerja
Satuan lebih lanjut; dan { R gi

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dlberxkén oleh atasan untuk

kelancaran pelaksanaan tugas. : |
: r!

lKepala Seksi Pembinaan, Pengawasani d an Pe{nvululnm

Pasal 16 ?5 A

cas  pokok  Scksi Pembinaan, Pcng,awa%m'r'dan v Penyuluhan adalah

¢ ‘. ksanakan scbagian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-
undangan Dacrah di Scksi Pembinaan, Pengawasan dan;_Pcnyuluhr-.m.

_ L b IR S

Pasal ]7 =

Untuk menyelengarakan tugas pokok sebagalmana dlmaksud dalam Pasal

1o rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan, Pcnvawas!an dan Pcnyuluhan

wlalaly sebagat berikut : b i
. ! ;, %

« melakukan Koordinasi dan korelasi kerja de hgdn den gan Scksi lainnya

dilingkungan Bidang Pcnegakan Pexaturdn Perundang-undangan Daerah

dalam rangka menyusun program kerja Sekisi Pcnjl!bm,clan, Pengawasan

dan Penyuluhan untuk dijadikan pedoman dalam mcfal<°;aneak5x11 Lugas:

b menginventarisasi permasalahan yang be rhubunﬁan d(ngan Bidang tugas

Sclist Pembinaan, Pengawasan  dan Pcnyuluhan untuk pemecahan
masalahnya; : '

~

melaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan pcnyuluhan da am rangka
penegakan Peraturan Da('rah Pcraturan Bupah dan chutusan Bupati;

d. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawascm dan penyuluhan
dalam penegakan Pcraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Kcputusan
Bupati; ; i

: P

¢ melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan

cintgau Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati,

Lomelaksanakan Pencgakan Disiplin, Tata Tertib dan Kesadaran terhadap
aperatur PNS dalam mematuhi paraturan pvrunddng, undangan vang
bherfalkou; -,

1
s avinssbansalres . Aassn wrmla lsmndn st oa e ba s ant wnikiahd sanisursms e - e ot Ve . o v b S v 2 i




melaksanakan  dan menyusun evaluasi serta lap()ran pelaksanaan
kegiatan di Scksi Pembinaan, Pengawasan Cldn Pcn) uluhan 4

mengumpulkan dan bekerjasama denganiu
pelaksanaan kegiatan Pembinaan, I-"cngawa?san,,

kcuﬂ lam daldm rangka
an Pcnyuluhcm

atur! F‘un s1onal Umum ¢
N Pcnyuluhan agar dapéat
crhaml oun 1

memimpin, mengarahkan dan memotivasi ‘Ap
Lingkungan Scksi Pembinaan, Pengawasan
1elaksanakan tugas sceara berdaya-guna dar

membagi habis tugas Scksi Pembinaan, -;Pet}‘gawa'bgm;;(lan . Penyuluhan
kepada  Jabatan  Fungsional Umum - scbagai. bawahanya .agar scuap
personil memahami tugas. dan Lan&guna]awab ma%mg masing;
meagumpulkan, menghimpun dan menyusun, data ddll bdwahan schagel
bahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas, kepada atasan dan
untulk dijadikan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;
i
moengevaluasi hasil kerja bawahan untuk’ menyempurnakan hasil kerja
lchih lanjut; dan |
m“'\l\'~;;1m11\an tugas kedinasan lainnya vang clll)erlk'm olc—*h ams(m UNtux
Incaran pelaksanan tugas. ;
-:
Kepala Seksi Penyelidikan dan F’cnyldllk n-.

Pasal 18 1

| e ol |
Pugas  pokok  Kepala  Scksi Penyclidikan | dan |Penyidikan  adalah
mclaksanakan scbagian tugas Bidang P('n(agnkan Perdturan Perundang-
undangan Daerah di Seksi Penyelidikan cl'm Pcnyldlkan ;

e

Pasal 19

!1

stemenyelengarakan tugas pokok scbagaimana dlmak%ud dalam Pasal

;un';-i.:n tugas Kepala Scksi Penycelidikan dan; P(,ﬂyldlkdl’l wdalah scebagai
NI E

metakukan koordinasi dan korelasi kerja dengan dengnn Scksi lainnva
dilingkungan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dacrah
dalam  rangka menyusun program: kerja Seksi: Penvelidikan  dan
Penvidikan untuk dijadikan pedoman da]am mclaksandkan tugas;

menginventarisasi permasalahan yang bcrhubungan dcng,an Bidang tugas
Scksi Penyelidikan dan Penyidikan untuk’ pcchahan ma%aldhnya

menyiapkan dan melaksanakan bahan perumuoan kdbuak'\n Penyelidikan
dan Penyidikan; !

mclaksanakan dan menyusun evaluasi. serta laporan pclaksanaan
. I
kegiatan di Seksi Penyelidikan dan Ptn\’ldlkdl’l‘ :

moeinksanaan  Penyelidikan dan penyldlkan ddldml rcmg’ka P(ncgdkan
Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan l\epuLusan [-‘Buan '

miclaksanakan Penutupan dan Penycgelan k_epada:;badan hukum vang
melanggar Peraturan Daerah, Peraturan BLlpzu’iafd'in'x N('puluszm Bupati;

mengumpulkan dan bekerjasama de n%m unit k(,r}a lam ddldm rangke
pelaksanaan kegiatan Penyclidikan dan P(‘nyldlkan i

memimpin, merencanakan, m(,lak%’mdkan mcnﬂ('ndahkan dan
menyclesaikan  kasus-kasus Pelangge n'aP Pcrdturad Dd(‘ldh Pcraturan

Bupat dan Keputusan Bupati; EY ,
- ay v



_ : T i
L. memimpin, mengarahkan dan memotivasi apdratur F‘ngxlonll Umum ¢h
Lingkungan Scksi Penyclidikan dan pcnyldlka dapat melaksanakan
(Leas scecara berdaya-guna dan berhasil- Uun a;’ HE

. membagl habis tugas Scksi Pe nychdxkan (ian 1'Peny1d1<cm§ kepada Aparatur
Fungsional Umum scbhagai bawahanya dgar bCUFlp pcn*&.()ml memahami
tueas dan tanggungjawab masing-masing; == ! i"

'k
It

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawancm uniuk pcnyompumaa )

hasil kerja lebih lanjut; Hy- ;:;- ;._;

L mengumpulkan, menghimpun dan mcnyuaun datd darl ,bawahdn schagai
bahan untuk membuat laboran p(‘lak%maan Lug,a&n kcpdda atasan dan
uniuk dijadikan masukan dalam penyustinan program lebih ]anJuL

m. mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk: mcn)emﬁurndkdn hasil kerjea

lehih lanjut; dan 2 ot

|

kelancaran pelaksanan tugas. : ;~ i | "

i s .
n.omeltaksanakan tugas kedinasan lrnnn\a v<m< c_l;bcrlkcm t)lch a,mmm UnNLuK

Bagian }\c(‘mpat | ‘ ) l

! B
Kepala Bidang Ketertiban Umum dan:Ketentraman Mia_syaraikal_

Pasal 2()

!' |

as pokok Kepala Bidang Ketertiban Umum dan P\ctemraman Masyarakat
,ll(\" melakukan koordinasi penyusunan program kcrja qSaluan di Bidang
crunmusan . Pedoman,  koordinasi pcn(:gakdn K(’tcrubcm umum  dan
velentraman masyar 1l<aL serla kerjasama dengan ing ,L(m*%l lam :

1
i I i

l’dsalz] ¢ | i

Urituk menyelenggarakan tugas pokok se bd"’lll'l’lcll'lo‘t dlmaksud dalam Pasal
20 rincian tugas Kepala Bidang l\m(rubm Umum dan Ketentraman
Miesvorakat adalah sebagai berikut: IR ¥ , ,;} s

@ melaksanakan  Koordinasi  dengan - scluxuh bldan dalam rangk:

peayusunan progaram kerja Satuan sebagai p(’doman dalam rangka
menyusun - anggaran  belanja  Satudn, serta  rer caqa kerja Bidang
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat untuk dijadikan bahan
acuan dalam pclaksanaan tugas; i o

b, memimpin, mengarahkan: serta memantau, pcmlalan!hasll kerja bawahan
dalam melaksanakan tugas dibidang Ketertiban Umum dan Ketentraman

Masyarakal, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan %g:%ual dengan progam

kerja vang telah disusun; ,. i

nempelajart peraturan perundang- undangzm vang bcrh,ubuns;an denga:

bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Mawamkdt serta peraturan
perundang-undangan yang berhubungan. (Icnvan I)ldpmg,, tugas Kerertibar
Umum  dan  Ketentraman  Masyarakat sobdgdp lanria san  dalam
pelaksanaan (ugas Satuan. i i

i
i menyusun dan merumuskan progra m p(‘ny(‘lgng,araém l«.ugrt\hcm umurm
dan Ketentraman Masyarakat; R oo ‘

i | ,

¢.omenyusun kebijakan Ketertiban Umum dan l(pcntrafman Masy(lml\al

[. meiaksanakan koordinasi, konsultasi, pcxlnclxharaan dan
penyelenggaraan  Ketertiban Umum dan Kctc,ntrdman Masyarclkdt dalam
Pencpakan Peraturan Dacrah, Peraturan Eupatl dan chutusan Bupdu

metaksanakan  Pencertiban  terhadap - yqrakat yang melanggar
Ketertiban Umum dan Ketentraman Me .svaml\cu i

i



[OS]

2] :
h. melaksanakan koordinasi dengan plhak kcpohsum xmcmgdtur Arus Lalu
lintas di jalan yvang terjadi kemacetan akibat kjurang, tcrtgbnya masyaraka.
alau tempat ruas-ruas jalan yang ada dalam) lmg.,kungd,n pasar raupun

!
tenipat keramaian lainnya yang dapat mcnlmbu"lkdn k(‘ma(‘( tan;
. melaksanakan  Pengamanan  di Lempat
mengakibatkan  mengganggu  Ketertibari
Masyarakat;

yang dapal
Ketentraman

.o meaksanakan pengamanan piket Kantor l’cmdq Rumdh J(\bm wn, Gedung
millk Pemerintah serta tempat-tempati lmmyd yam7 tdiperlukan atac
dininta; B .! i

koomcetaksanakan  tugas Pengawalan dan Pcngamanan Bupati, Pejabat
lainnya, dan tamu VIP yang berkunjung ke 'Dacrah

| mclaksanakan tugas patroli di pusat-pusat’ ker amamn dalam wilayah

'..l.'.‘..“Ztlt-ll"l.\v'é:l, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang, tld(lk diinginkan.
nelaksanakan  pengawasan, penertiban: pedagang ‘kaldi @ lima  yang
melanggar perda menertibkan para tukang 03ek/b(,cak yang mangkal di
(cmpat-tempat rawan lalu lintas dengan maKsud ag,an Lexcmtanyd suasana
riibh, aman dan lancar;

nLomenyiapkan petugas upacara dan p(‘Lugas apcl unLuk k(‘pxaum hari-han
besar serta petugas yang diminta olch mstcinm Jaing i

!
n. membagi habis tugas pada bidang l\ucmban Umum - élan I\ummaman

Mmmmkcu kepada bawahan agar sclldp apamtur Yang ada memahami
iLeas dan tanggungjawab masing- mdsmg, : ' A

5 menerima,  mempelajari laporan dan | saran da’ri ba\\ahan schaga
masukan, untuk dijadikan bahan ddhm 'mcnyuqun nrogram  kerja
clanjutnya; i

»- memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu mcla]\sanakan tugas
ara berdaya-guna dan berhasil-guna; . i

i

tuk pa,ny< mpurn aan

e o

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan u
hasil kerja lebih lanjul. e R t
! l

|

|

roomengumpulkan dan bekerjasama dengan umt kerjél lain dalam rangka
pelaksanaan kegiatan Ketertiban Umum dan Kclemrqmdn Masy arakat;

s. membuat  laporan  kepada Kepala  Satuan hcl)ag’al ,mn%ukzm untux
dijedikan bahan dalam menyusun prograrm. ke rm Sdlu‘m lebih-lanjut; dan

|

Loomelaksanakan tugas Kedinasan lainnya y ang dlb( rlkan ol( h atasan, untuk
lkelancaran pelaksanaan tugas. : ¥

i i
r

KNepala Scksi Operasi dan Pengendalian
Pasal 22 + " i 0

Tugas pokok Scksi Operasi dan Pengendalian adaldh melaksanakan sebagian
tugas Bidang Ketertiban Umum dan K(‘t(,ntraman Masydmkat di Bidang
sperasi dan Pengendalian, | 4 ‘ !

;A
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Pasal 23 . | % ' f'f 3
Urntuk menyelengarakan tugas pokok scbdgnmand dlmdlgsud dalam Pasal
220 rincian tugas Kepala Seksi Operas) dan. Penﬂtnd alian adalah schagai

. i ‘n }

bhecikut . S . B By ;

nicakukan Koordinasi dan korelasi l<cr_]'zl 'ic‘ng,cm dcngun Scksi lainnye

dilingkungan Bidang Ketertiban Umum d(lﬁ I\(l(,mra}n( n - masyarakai
dalam rangka menyusun program kerja Scksi Operam dan Pengendalian
untulk dijadikan pedoman dalam mclc\k%anakan tugas;

) menginventarisasi permasalahan yang bcrhubg.mg)cm dcn%,an Bldanv tugas
Schisi Operasi dan Pengendalian untuk pemecahan masalahnya

~

memimpin, merencanakan, mengat;ur_ ddl’l' - mcn dllkan kegiatan
lingkup Operasi dan Pengendalian dan'pcnerapan n dan proscdur
pelaksanaan tugas kepada masyarakat: d]blddngD KQf(‘rlllch’] Umum dan

Ketentraman Masyarakat; , ! g

dmeaksanakan tugas penjagaan dan pcng,amrman dl. LCm[)lt keramaian
lokasi pasar dan penertiban pedagang _kdliq ]1m4 VAN mengganggu
Neteruban umum; ; 5:- ?

i |
meaksanakan tugas pengamanan piket l\antor Pcmda ‘]\llmlh Jahamar.
yodung milik Pemerintah serta tempat-te mplt lalnn)a yang diperluca
vau dhimintas ’
meiaksanakan  tugas  Pengawalan  dan -‘P(‘rig,arnzmﬁmr‘ Bupmi, Pejabar
lainnya, dan tamu VIP yang bcrkunjum7 k(, Dau‘ah ;

r

. melaksanakan tugas patroli di pusat- pu‘sat keramdmn Lla]dm wilayah
tugasnya, untuk m(,nu:gah terjadinya hal- hal yang leak dnngm]\dn

g

1 melaksanakan  pengawasan, pencrtiban p dcwran7 kalu s lima yang
melanggar perda menertibkan para tukang ()j(.‘k/b(,‘( Jk‘) ang mangkal i
(cmpat-tempat rawan lalu lintas dengan maksud agar LCICIP[&HV«[ suasana

“ib, aman dan lancar; : ! :

i : t
8 I :

ty

mengrmpulkan dan bekerjasama dengan unit k(,ryx lain dalam rangkz
eliksanaan kegiatan Operasi dan pe n;{(‘ndaha{n -xg ]

§

moemimpin, mengarahkan dan Iﬂ(Jﬂ()[lV:]Sl r)pan(ilur I'Lmnxl()nal Umum i

Linglungan Scksi Operasi dan Pcn%ndall(m sagar §:1dp«11 melaksanakan
fueas scecara berdaya-guna dan b(‘rhaml—aunci f ;

membagl habis tugas Seksi Operasi dan Pcng,(‘ndah;m kepada. Aparatur
non Struktural Umum sebagai bcnwahdnyi agar; seuap pcrsom] memaharrii

tugas dan tanggungjawab masing- masmg, ‘ P ) _
I. mengevaluasi hasil pclaksanaan tugas bawahan urftuk penyempurnaan
hasil kerja lebih lanjut; . i L; ,

m. mengumpulkan, menghimpun dan menyu sun |data d}arl bclwahan schagai
bahan untuk membual laporan p(‘laksanuan dlugasy kcpadamtas(m dan
unuk dijadikan masukan dalam pcnyusu““n prog)ram lcblh lanjut;

n. mengevaluasi hasil kerja hawahan untuk: md: yemgumclkcm hasil kerja
lebih l;mjut.; dan & §

omelaksanakan tugas kedinasan Icmmw vang diberikan oleh atasan untux
kel wearan pelaksanaan tugas. j B

Pl

iy
"
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Fugas pokok Seksi Kerjasama adalah mclak%andlgan se
Ketertiban Umum dan Ketentraman Masy: hakclt d B

1
{3

!x
Kepala Scksi Ker 1.:18(1!1’1&

Pasal 21 ‘

&
|
[

bagi}an thgas Bidang
rig Kerja Sama.

Pasal 2:5:

Untuk menyelengarakan tugas pokok sc‘bagqlmana dlrnaksud dalam Pasal

2F rincian tugas Kepala Scksi Kerjasama adalah sc‘bag:dlv 1ug>as :

2718

,;l
Jel

1

mic akukan Singkronisasi dan korelasi ke rja <1engan dcngan Scksi lainnysa
dilingkungan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentramen ‘masyarakat
dabun rangka menyusun program k(r,a Se }<s1 }\Lr dsamd untuk dijadikan

'oman dalam melaksanakan tugas;: Hi

menginventarisasi permasalahan yang b(lhul)ungzmv lengan Bldan” Lugas

Sclsi KerjaSama dan menvusun bahan: unluk p( mccahan masalahnva:

memimpin, merencanakan, mcngatur dcm mengcndallkan - kegiatan
lingkup Kerja sama dan: penerapan aturan dan prochur p(*ldk%‘anaqn
tugas kepada masyarakat 'dibidang Lug.,as Seksi ‘»KchaS,ama

meaylapkan konsep kerjasama dalam ‘rangka pcny(,lcnggf\racm Keteriban
Umum dan Ketentraman Masyarakat; | : I

menylapkan  bahan  evaluasi dan pcldpomn pe}la.kSanaqn--,; kegiatan
kerjasama antar lembaga pengamanan d1 daerah; 1w '

}
«

meaviapkan bahan dalam rangka pcmbmaan konsultaw komumskdw

dian kerjasama antar lembaga atau unit ke I‘Jcl Tain yang bcxkamm dengan
Hinekup tugas; ; &

I, i s, ¥ B
nicaviapkan petugas upacara dan petugas a p(l unLHll\ kegiatan hari-har
Desar serta petugas/anggota yang (hmmla ole h’ mslrmsn lain;

membantu Kepolisian mengatur Arus Lalu lmtds dl _jdlcll’l M!ng terjadi
kemacelan akibat kurang tertibnya me ,yarakat atau Lunpal ruas-ruas
m yang ada dalam lingkungan pasaj npaupur‘f lcmpat ]\cmmal""

lainnya yang dapat menimbulkan k(‘mau‘tan ! ,iz i "

memimpin, mengarahkan dan memotivasi Apcirdlur I“ung:sl(mal Umum di
Lingltungan Scksi Kerjasama agar dapqt meldkm\hdkan thgas secara
berdaya-guna dan berhasil-guna;

'5 ' g
membagl habis  tugas Scksi K(l]dema ke‘pddd Apamtur Fungsional!
Unrame sebagal bawahanya agar sc me |>crqom] mcmdhdml tugas dan
tanguungjawab masing-masing; y ] : N |

, L bl _

mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bd\\’\h(ll”l umuk penyempurnaan
havil kerja lebih lanjut; '

micagumpulkan, menghimpun dan me n\"n%unfc'lal'n dcm b(xwah i sebhage
batian uantuk membuan laboran pe lalkssanaan: lugu*' kepada® atasan da-
wiiuk dijadikan masukan dalam pe nvusundn pmgram lcb]ln lanJul

b
cngevaluasi hasil k(‘r]d hawahan unluk mc,nycmp‘umakan hasil kerja

l( l> h lanjut; ; : !

mclaksanakan tugas kedinasan lainnya y(mw (‘hberlkcm okh amsan untuk
kcelancaran pelaksanan tugas; dan o ., g‘ 1

i
|
{ H
|
i




Sasas pokok  Kepala Bidang Sumber Daya /\p
cuvirakat adalah m(‘lakukfm koordinasi, m(‘r\muskan dan penyusunan

wrjasama dengan instansi lain.

16

Pasal 26 Ly R £
: . ii o ;
aratul r d an Pcrlindungan

arom kerja dan melaksanakan serta mc,mlm alas pclaksma(m di Bidang
mher daya Aparatur dan P(lhndun"an M(h\amkat &,(rtu kogrdinasi dan

i
i

= ,ir» s i @ ;
Pasal 27 . i i
C RN

Uitk menyelengsarakan tugas pokok sc,bad'umqnd dlm.lksud (lalam Paseal
3 D o ]

)

' rincian tugas Kepala Bidang sumbcr Daya jﬁpardtur d(m Rerlindungan

Miasyarakat adalah sebagai berikut: T ¢ i 5!

)

rrm
J

"

i i :: '\" :.:‘.4 3. 4

meinksanakan Koordinasi dengan scluruh bld ang dan ‘Sekretariat dalam
rangka  penyusunan  progaram  kerja - $'1 uan scbaga' peddman dalam
rangka menyusun anggaran belanja Satuan, serta rencana k(ma Bidang
Sumber Daya Aparatur dan Porlmdungm Masyarakal untul\ dijadikan

bahan acuan dalam pelaksanaan tugas; | ! 'i‘ : !
L i ! i

wemimpin, mengarahkan serta memantad pénilian xhdml kcha bawahan
dalam melaksanakan tugas  di Bidang @Sumbcr Paya Aparatur dar
Pe x’nu ungan Masyarakal, agar pelaksanaan thgas dapat berjalan scsuai
dengan progam kerja yang telah (llsusun 1A :

mempelajari peraturan perundang- umlangan vang bmhul“ungzm dcnqm»
bidang Sumber Daya Aparatur dan "crllndungdn Masyamlml sertea
peraturan perundang-undangan yang bm Hubungzm dc*ngan l:pldano lugm
Sumber Daya Aparalur dan Pcrlmdurwan Masyarakclt .scl)agm landasan

dalam pelaksanaan (ugas Satuan; T 1 | i
i | I" i i

menyiapkan bahan dan merumuskan: lanwl\ah dalam! rangLa p(,mnwkat
Sumber Daya Manusia Aparatur Polisi leong, PraJa dan P?Crlmdunodw
r\/! 3\" l(\l.dl, 15 it [: iy :'

mengumpulkan, mengelola dan menganalisa: bahci‘n ‘dan ‘data untuk
weadukung pelaksanaan  kegiatan  Pendidikan  dan | Pelatihan  Teknis
ungsional kemampuan Satuan Polisi Pamong Prdja dan Ha.rmf;lungz;u'x

N t e b7 | o e
Masvarakat; 1 ho- o i

! | I
mempersiapkan dan mengalur personil | %dtuqm Pollgu f?am()nw Preaja ri(x
Perlindungan Masyarakat yang akan me ng 1l<ulL P(‘ndldlkan dcm Pelatiha

tcknis fungsional  Satuan  Polisi Pam()ng’ Praja| b din Pe rlm<l»nww
Masyarakat; ;i '5 1s! i

meiaksanakan Perlindungan Mdsydxakat dgar lerupfa ‘P\CILF€1 ban Umurmn
dan Ketentraman Masyarakat; ; ¥ ;_

nenyviapkan  rencana,  bahan  dan | mcldk anakcm analisis  scrtz
peiianzanannya akibal gangguan kczlmamm masyar kdt .

Bl

menyusun dan merumuskan program Pe rlmdungjan Mds,) arakal ;

nelaksanakan  kerjasama  dengan  ‘unit  kerja iam' dalam rangkea

poaksanaan kegiatan p(:nanggL.lldngdn bencana; 1 ,‘ !

" = T . “sundt i
membagl habis  tugas  pada  bidang Sumber Ij i Aparatur dar
Periindungan Masyarakat kepada l)(l\\clhdl] agar sc tiap aparatur vang ads

Hu]l imi tugas dan tanggung jawab masing-masing; 1




(B
I'eild

[P

(el menyelenggarakan tugas pokok sebagaime

E o
" l
menerima, mempelajart - laporan dan ~sarap dar} ba\Aahcm scbageal
masukan, untuk dijadikan bahan dalam ‘mcnyu%un program Kkerja
sclanjutnya; Py ¥ 1

;; i ;;
il I

baw 1h(m agar mampu
‘rhasﬂﬂuna F

e ~n1nn <o W

meminna  dan memberikan mou\f—lm
iciaksanakan tugas sccara budayag,una d _'n b

moengevaluasi hasil pelaksanaan tugas

ahan uq
haaitl kerja lebih lanjut. :

luk pcny( mpurnaan

neiakukan kerja sama dengan unit.e ke
celnncaran pelaksanaan tugas;

|
|
|-
I

i L3 @ L i ’
membuat  laporan  kepada  Kepala  Sdtuan | ’&Cbagal masukan untuk
|(
dijadikan bahan dalam menyusun program kerja Satuan lebih:lanjut; dan

niciaksanakan tugas Kedinasan lainnya yang d]bcmkan oleh at;asam, untue
kelancaran pelaksanaan tugas; ) 4 : d

. 53 B jo
Kepala Scksi Sumber Daya Abaratun‘f & !
Pasal 28 '

i
b H - i
1 M i u

[ o
Tuzas pokok Seksi Sumber Daya /\p'JralLu 1d'1ll 111 me a] .sanakcm schagian

. . [}
as Ridang Sumber Daya Aparatur dan P(‘Tll dunk an’ \’L\sy'n tkar daiarr
v Meningkatkan Sumber Daya Apdmlm

ada Shtuan Polm Parnong,

Jéa

;
Pasal 29 - | A :
I i !

Ima dxfna]csnd daldm Paseal
incian tugas Kepala Scksi Sumber Daya Aparitur cdclllh schagai
ikut: ' | 00 S

LR Hhe ¢ EOE
melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan dengan Scksi lainnya
dilingkungan Bidang Sumber Daya Aparatur‘i dan Rerlindungan
Masyarakat cdalam rangka menyusun program ker_]a Qekm bumb( r Davz

Aparatur untuk dijadikan pedoman daldm m(‘]aksqna,krm tU"aS

monginventarisasi permasalahan yang b(‘lhubung’dn g:lcnuan anl‘mn tugas
Sclst Sumber Daya Aparatur dan menyusun, bahah Lmuk, pemecahan
masalahnya; ; ;:

mengumpulkan dan bekerjasama dengan unit k(‘r_]cl l\m dalam rangkz
pelaksanaan kegiatan Sumber Daya Aparatur,

. . ' | ." v Sl
memimpin,  merencanakan, mengatur  dan mcn,fm'lclulnkdn kegiatan
. , . i t E
lmgkup Kerja sama dan penerapan aturan dan prosedur pelaksanaan
lueas dhbidang tugas Seksi Sumber Daya Aparatur; & - %

caviapkan  bahan  perumusan  kebijakan fasilif(isi" x")%ilxli@asi dan
kormunikast  pelaksanaan penyusunan  dan _peningkdicm ktmllla, dan
Kuantitas  Aparatur  Satuan  Polisi Pamong  Praja’ dan 15( rlindungan
Masyarakat; i 5 ’i

mempesiapkan Bahan, Materi dan Personal umuk mendukunﬂ kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan I‘unc{slonal acja b,la,t,uan Polisi
Pamong Praja dan Perlindungan l\fldsy‘nalxat : . i §:‘

I
menganalisis data dan informasi p(nmwl\amn l\u(ahmb dmw Kkuantitas
Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pam()ng Pra;a dan Berlindungar

Masyarakal — dalam  rangka memelihara ' Kete ruban Umum dan
Kotentraman Masyarakat, ' oo tgj

q j. _
iemimpin, mengarahkan dan mumolxvam /\pardlur ]*ng sional. Umum di

| S iim dain Qalier By s Bas Phisasi N et ik e A st ook g d 7’1"\(‘]’)](QAI1 Stausan 44 vesaias




1
1

Loomembagl habis tugas Scksi Sumber D\ ’/\pzn‘atjur‘ “kepada Jabatar

Fungsional Umum schagai bawahannva agar scuap' personif memaharni
(Livas dan tanggungjawab masing-masing; ; i !

vengevaluasi hasil pelaksanaan tugas jbu\\':;lbzm untuk: penyempurnaa
vl kerja lebih lanjut; Ao 2 j

5 ik ; |
nyusun;cla a dan !bd\’chhcll’l schagal
sanaar! Lug,as;_. kcpd(lalalascm dan

‘unan progjram Iebih laHJul

meagumpulkan, menghimpun dan mg
bahan untuk membuat laboran pelak
untuk dijadikan masukan dalam peny

I, mengevaluasi hasil kerja. bawahan unLuk mcnycmgurndkar} hasil kerja
lebiht lanjut; dan SRR R 1

m. melaksanakan tugas kedinasan lcunnyd yang dll)crlkcm olch dhimm untuk
kelancaran pelaksanan tugas. : ' 5 : ]
H 35 H i
|70 | 1 4

|| i i i

g . II
Kepala Seksi Per m(lungzm Masyarakat ;‘ :
| il Foooi

i i > t
Pasal \)O ' 5 1 |
Coas pukok Seksi Perlindungan Masvars 1lml zuiclldh lnC‘](ll\%dedk 1 sehagia
tticas Pidang Sumber Daya Aparatur dan Per lmdunﬂ'm Masyal rkat dalam
creka meningkatkan Perlindungan  Masyarakal, Ketertiban |U1num dan
Necentraman Masvarakat. £y ’ |[

Pasal 31 . { b )i
Untuk menyelengarakan (ugas pokok scbagbalman dixhakéud l%‘lalam Pasal
30 rincian tugas Kepala Seksi Perlindungan Mdsyarﬂkat <1dal<1 sebagai
Dotk ut g S !

: . i

o meiakukan singkronisasi dan korelasi k(‘r]d dcmfan clcnpar‘ SL kksi lainnya
clili.x;_»‘l.lqum Bidang Sumber Daya. /\pc\r‘llur ~dan Pulm(lumm
Masyarakat dalam rangka menyusun program kcr]a Scksi Pe rlindungan
Miasvarakat untuk dijadikan pedoman dalam m( lc\ksarmkan l\,lx“'ls.,

ronginventarisasi permasalahan yang I)(lhul)umgun H(m;em P)dunw lugas

Scebsk Perlindungan Masyarakat cl«m menyusun bahcm unlul\ permnecaha:
mesalahnyag ! e 4o §

T _ ‘ % i o I
menimpin,  merencanakan, mengatur  dan mcngendallkin kegiatan
inukup Perlindunagan Masyarakat dan penerapan aturan d.m proscdur
pelaksanaan (ugas dibidang Seksi Pulmdungan Masyarakdl j

-~

neaylapkan bahan perumusan kebijakan clan.{dsllllam <mcng}h]mpun dan
menganalisis data dan informasi yang. b(,rkaltﬁﬁh deng,an cl](lb&ll (u]adlm a
ganguan Perlindungan Masyarakat; 4 ; :I.

mengumpulkan, mengelola dan m(,ngemalma bah4n dan j.g!a_'ta untuk
meadukung pelaksanaan kegiatan Perlingud 1g,a1‘1 Ma%yarakat i

[ vm“nimzvnal\'an kerjasama dengan  unit Hmja lgam5 (Idl‘\m rangks
Inksanaan kegiatan penanggulangan I)c*nmma o

i ;I.
; e
mempersiapkan personil Satuan Polisi ~"u'n();j1;g; Praja dar Rerlindungan

viasyarakat dalam Penanggulangan Bencana; 1 !

febe}

noomeayiapkan den membentuk personal Pcrlm(lnngm ‘Masyjm]mt di scuap
ahupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahap d'}]dm rarwk mencegan
gangedan Keamanan, Ketertiban Umum dan l\(“temm:man l\[am arakat;

L. memimpin, mengarahkan dan mcmotnvam apalmlur J'ngs]onal Umum i
Lingkungan Scksi Perlindungan Masyarakat; agar dapat m( ]dk5<1n(lr<r1‘)

e TPy SNV UR N NS, U T: PASIPAI . IO MRS ) ¢ d




J. membagl habis tugas Scksi Perlindungan Masyarakat kepada Aparatur
non Struktural Umum sebagai bawahanya agar sctiap personil memahami
tugas dan tanggungjawab masing-masing;

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk penyempurnaan
hasil kerja lebih lanjut;

l. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari bawahan sebagai
bahan untuk membuat laboran pelaksanaan tugas kepada atasan dan
untuk dijadikan masukan dalam penyusunan program lebih lanjut;

m. mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk menyempurnakan hasil kerja
lebihl lanjut; dan

n.  meclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan untuk
kelancaran pelaksanan tugas.
BAB 1V

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Ketentuan lain mengenai Kelompok Jabatan Fungsional, akan ditetapkan
dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai
pelaksanaan tugas akan diatur oleh Kepala sesuai dengan kebutuhan dengan
mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Lampung Sclatan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas

Jabatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Sclatan, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

gar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
L0 | cPARAF KQORDINABLnjya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung

141 SEXDAKAB Q.
KSISTEN BID.ADUM....

Ditetapkan di Kalianda

-

'; ‘_‘glgTEN BlDunuoun-nuu r (
] ASISTEN BID. .o . pada tanggal 4 Jawuou 2013
A ST — BUPATI LAMPUNG SELATAN,

.:4 1
9
KA 3
| 7t Kabgg. Orvaniiag

2

LS TRABAG HURUMA RYCKO WIENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda

pada tanggal 2013
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

{

ISHAK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR




BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

LAMPIRAN . PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPALA SATUAN

KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL

j BIDANG BIDANG
. PENEGAKAN PERATURAN KETERTIBAN UMUM
| PERUNDANG-UNDANGAN DAN KETENTRAMAN
) DAERAH MASYARAKAT
PO EANY
SEKSI SEKSI

| PEMBINAAN. PENGAWASAN OPERASI DAN
- DAN PENYULUHAN ]  PENGENDALIAN

| SEKSI SEKSI

; PENYELIDIKAN DAN KERJASAMA

4' PENYIDIKAN -

NOMOR \[ s ( TAHUN 2013
TANGGAL 4 \Q\QUQ n( 2013
SEKRETARIAT
I |
SUB BAGIAN SUB BAGIAN SUB BAGIAN
UMUM DAN PERENCANAAN KEUANGAN

KEPEGAWAIAN

UNIT PELAKSANA
SATPOL PP KECAMATAN

NO| PARAF KOORDINASI
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